PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA PADA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah
jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan
modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang penyertaan modal dilakukan Perubahan
Peraturan Daerah tentang penyertaan modal yang
berkenaan;

b. bahwa untuk melakukan penambahan penyertaan
modal daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat, maka Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Kayong Utara pada PT Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Barat, perlu dilakukan penyesuaian
kembali;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada PT Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 Pembentukan
Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4682);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
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16.

17.

18.

19.

20.

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang
telah diubah beberapa dan terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Mentari Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,;

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun
2009 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun
2009 Nomor 20);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun
2009 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG
UTARA PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada PT Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong
Utara Tahun 2009 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Penyertaan modal daerah merupakan investasi jangka panjang terdiri
dari investasi permanen dan non permanen.
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(2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan
untuk memiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk
diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan
pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset
daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha
lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah
daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, yang
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada PT Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sampai dengan tanggal 31
Desember 2011 berjumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

(2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun
Anggaran 2012 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

(3) Dengan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), maka Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sampai dengan
Tahun Anggaran 2012 berjumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar
rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kayong Uatara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 10 September 2012

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 13 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAYONG UATRA,

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2012 NOMOR 5
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